
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

pasal 174 Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 15Tahun 2023 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu

untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pemeriksaan Pajak Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

BUPATIPURWAKARTA
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Menimbang:
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Tabun 1968 Nomor 31, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

K.etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun

1983 Nomor 49, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telab beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Ketja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara RepubJik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tabun 2022 tentang Cipta Ketja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran
Negara RepubJik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tabun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
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BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam.Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten
Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. BupatiadalahBupatiPurwakarta.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

MEMUTUSKAN:

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

207/PMK.07/20 18 tentang Pedoman Penagihan
dan Pem.eriksaan Pajak Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Purwakarta
Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15);

Menetapka.n:
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4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya

disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Punvakarta.

5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta,

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi

tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan
mendapat penugasan dari KepalaBapenda sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak,

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran
rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang danj'atau

modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Badan

Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,

Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau
organisasi Jainnya, Lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektifdan

bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.
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10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau

badan yang bertanggung jawab atas pembayaran

Pajak, tennasuk wakil yang menjalankan hak dan

memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan
yang dapat dikenakan Pajak.

12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan

yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan

berupa neraca dan laporan laba rugi untuk

periode tahun pajak tersebut.
13. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda

segel pada tempat atau ruangan tertentu serta
barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang

digunakan atau patut diduga digunakan sebagai
tempat atau alat untuk menyimpan buku atau
catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola

secara elektronik dan benda-benda lain.

14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang

selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor
yang diberikan kepada WaJib Pajak sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban Daerah.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daera.h yang

selanjutnya disingkat SPTPD,adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan danj'atau pembayaran pajak,
Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak,
darr/atau harts. dan kewajiban sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jurnlah pokok pajak

yang terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jurnJah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah

yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan yang seJanjutnya disingkat SKPDKBT,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang

terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat

Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
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22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan Iatau sanksi administrasi

berupa. bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat

keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,

kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah yang

terdapat dalam SPPT,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat

keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau

terhadap pemotongan atau pemungutan pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25. Banding adalah upaya hukum yang dapat

dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan

banding, berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.
26. Putusan Banding adalah putusan Badan

Peradilan Pajak atas banding terhadap
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib

Pajak.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak

yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya

1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna
dengan tahun kalender.

29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus

dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun
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pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan Daerah.

30. Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

danl atau tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang­

undangan perpajakan daerah.

31. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Bapenda yang eliberi tugas,

wewenang dan tanggungjawab. untuk melakukan
pemeriksaan.

32. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat SP2 adalah surat perintah yang

dikeluarkan oleh Bupati untuk melakukan
pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang- undangan
perpajakan.

33. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang

dilakukan eliKantor Bapenda.

34. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang

dilakukan eli tempat kedudukan, tempat kegiatan
usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat

lain yang ditentukan oleh Bapenda.
35. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang

dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah

diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil
pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan

masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun
pajak yang sarna
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36. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau

dokumen lain termasuk Data Elektronik serta

keterangan lain yang diperlukan dalam
pelaksanaan Pemeriksaan.

37. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara
elektronik, yang dihasilkan oleh komputer

dan/ atau pengolah data elektronik lainnya dan
disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

38. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang
berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian
oleh Wajib Pajak yang terkait dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.

39. Kertas Ketja Pemeriksaan yang selanjutnya

disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan

jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai

prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data,

keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan,
pengujian yang dilakukan dan simpulan yang

diambil sehubungan dengan pelaksanaan
Pemeriksaan.

40. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

adalah surat pemberitahuan mengenai
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan darr/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

41. Surat Panggilan DaIam Rangka Pemeriksaan
Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan

kepada Wajib Pajak untuk menghadiri
Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji
kepatuhan pemenuhan 1rewajiban perpajakan

dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang­

undangan perpajakan.
42. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang

selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang
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berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi

pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar

koreksi, perhitungan sementara dari jumlah
pokok pajak terutang dan perhitungan sementara

dari sanksi administrasi.
43. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang

selanjutnya disingkat PAHPadalah pembahasan
antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan
Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam

berita acara pembahasan akhir hasil
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua

belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak

terutang baik yang disetujui maupun yang tidak
disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.

44. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat LHP,adalah laporan yang berisi tentang
pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang

disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas

serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan

Pemeriksaan.
45. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang

selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan
tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya

usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
46. Pihak k.etiga adalah pihak yang memiliki

keterangan atau bukti yang ada hubungannya

dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan,
kegiatan usaha, atau pekeJjaan bebas Wajib

Pajak antara lain bank, akuntan publik, notaris,
konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan
keuangan, pelanggan, pemasok, kantor

administrasi, atau pihak lainnya.

47. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan
untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib

Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya

potensi penerimaan pajak.



11

Pasa13

(1) Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi:
a. satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak;
b. satu atau beberapamasa pajak, bagian tahun

pajak atau tahun pajak dalam tahun beIjalan

maupun tahun-tahun lalu.
(2) Objek pemeriksaan meliputi jenis pajak sebagai

berikut:
a. PBB-P2;

b. BPHTB;

c. PajakBarang dan Jasa Tertentu;

d. PajakReklame;
e. Pajak AirTanah;

BAB III

RUANG LINGKUP DAN OBJEKPEMERIKSMN

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati berwenang

melakukan Pemeriksaan untuk menguji

kepatuban pemenuhan kewajiban perpajakan

daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang­

undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat
menerbitkan Keputusan untuk melimpahkan
kewenangan melakukan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Pemeriksa.

BABII

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal2

48. Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang

terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak

dapat melaksanakan kewajiban rnembayar pajak
sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat
waktu.



12

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dalam hal

memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret

yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang

tidak atau kurang dibayar;
c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan

sendiri, yang terpilih untuk dilakukan
Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilaksanakan dengan
mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan

WajibPajak yang meliputi:
a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan;

dan

b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak;

PasalS

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat

meliputi satu, beberapa, atau seluruhjenis pajak, baik

untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun

Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun
sebelumnya maupun tahun berjalan.

Bagian Kesatu

Pemeriksaan untuk Menguji

Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan

Pasal4

BABIV

TATACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

f. Pajak Mineral Bukan Logarndan Batuan; dan
g. Pajak Sarang Burung Walet;
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(1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar
yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan

persyaratan Pemeriksa.

(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai

berikut:
a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan

sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur

Muda/ Golongan III a;
c. telah mendapat pendidikan dan! atau

pelatihan teknis yang cukup serta memiliki
keterampilan sebagai Pemeriksa;

d. cermat dan seksama dalam menggunakan
keterampilannya;

e. jujur dan bersih dari tindakan -tindakan
tercela serta senantiasa mengutamakan
kepentingan negara; dan

f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal8

Pasa! 7

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan harus
dilaksanakan sesuai dengan standarPemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)meliputi standar umum Pemeriksaan,

standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar
pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan dan/ atau Pemeriksaan
Kantor.

Pasal6
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yang terdiri dati seorang supervisor, seorang ketua

tim, dan seorang atau Iebih anggota tim, dan
dalam keadaan tertentu ketua tim dapat

merangkap sebagai anggota tim;
e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam

huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang

memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari
Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari
instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah
ditunjuk oleh Kepala Bapenda atas nama Bupati,

perundang-undanganperaturanketentuan
perpajakan;

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan

sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:
a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan

persiapan yang baik sesuai dengan tujuan
Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan

mengumpulkan danmempelajari dataWajibPajak,
menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan

menyusun program Pemeriksaan (audit program),

serta mendapat pengawasan yang seksama;

h. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan

pengujian berdasarkan metode dan teknik
Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan

(audit program) yang telah disusun;
c. temuan hasil Pemeriksaan hams didasarkan pada

bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan

Pasal9

(3) Kepala Bepanda atas nama Bupati wajib

menunjuk PNS sebagai Pemeriksa di lingkungan

Pemerintah Daerah untuk membantu Bupati
dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
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(1) Standar pelaporan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam
LHP, yang disusun secara ringkas dan jelas yang

memuat:
a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa

sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
b. simpulan Pemerlksa yang didukung temuan

yang kuat tentang ada atau tidak adanya

Pasall1

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i
disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan

sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib

Pajak mengenai temuan basil Pemeriksaan;
c. dasar pembuatan LHP;

d. sumber data atau infonnasi bagi penyelesaian

keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib

Pajak; dan
e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya

Pasa110

sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa,
ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;

f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dapatdilakukan secara bersarna -sarna dengan tim
pemeriksa dari instansi lain;

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan
Pemeriksaan Kantor dan/ atau Pemeriksaan

Lapangan;
h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam keria dan

apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam

kerja; dan
i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan

dalam bentuk KKP
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Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,

Pemeriksa wajib:

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam
hal Pemeriksaan diJakukan dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan

Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal
Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan
Kantor;

b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan
SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan
Pemeriksaan;

c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim
Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan
keanggotaan tim Pemeriksa mengaJami perubahan;

d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam
rangka memberikan penjelasan mengenai:

Pasa112

penyimpangan terhadap peraturan perundang­

undangan perpajakan, dan memuat pula
pengungkapan informasi lain yang terkait

dengan Pemeriksaan.

(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. penugasan Pemeriksaan;
b. identitas Wajib Pajak;
c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

d. pemenuhan kewajiban perpajakan;

e. data/infonnasiyang tersedia;
f. buku dan dokumen yang dipinjam;

g. materi yang diperiksa;

h. uraian hasil Pemeriksaan;
i. ikhtisar hasil pemeriksaan;

j. penghitungan pajak terutang; dan
k. simpulan dan usul Pemeriksa.
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Pasal13

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa

berwenang:

1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan

setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
3. kewajiban dati Wajib Pajak untuk memenuhi

pe:nnintaan buku, catatan, dan/ atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan, dan dokumen Iainnya, yang
dipinjam dari Wajih Pajak;

e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud

pada huruf d dalam berita acara pertemuan

dengan WajibPajak;

f. menyampaikan SPHPkepada Wajib Pajak;

g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak
dalam rangka PAHP pada waktu yang telah

ditentukan;
h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada

Wajib Pajak;

i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan perpajakan dengan menyampaikan
saran secara tertulis;

j. mengembalikan buku, catatan darr/atau dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokum.en lainnya yang dipinjam dari Wajib

Pajak; dan

k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak

berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

rangka Pemeriksaan
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a. memeriksa danj atau meminjam buku, catatan

danjatau dokumen yang menja di dasar

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen
lain yang berhubungan dengan penghasilan

yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek
yang terutang Pajak;

b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang,
barang bergerak danj atau tidak bergerak yang

diduga atau patut diduga digunakan untuk
menyimpan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasar pemhukuan atau pencatatan,

dokumen lain, uang danjatau barang yang
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan

yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek
yang terutang Pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi

bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang

tertentu serta barang bergerak danjatau tidak
bergerak;

e. meminta keterangan lisan danj atau tertulis

dari WajibPajak; dan
f. meminta keterangan danjatau bukti yang

diperlukan dari Pihak Ketigayang mempunyai
hubungan dengan WajibPajak yangdiperiksa.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa
berwenang:

a. memanggilWajibPajak untuk datang ke kantor

di lingkungan Pemerintah Daerah dengan
menggunakan Surat PanggilanDalamRangka
Pemeriksaan Kantor;

b. memeriksa danj atau meminjam buku, catatan

danj atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, yang
berhubungan dengan penghasilan yang
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memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim

Pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim

Pemeriksa mengalami perubahan;

d. meminta kepada Pemeriksa. untuk memberikan

penjeJasan tentang alasan dan tujuan
Pemeriksaan;

e. menerimaSPHP;
f. menghadiri PAHP pada waktu yang telah

ditentukan;
g. memberikan pendapat atau penilaian atas

pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui

pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

untukPemeriksa

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan

SP2;

b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan;

c. meminta kepada

untuk. Pemeriksakepadaa. meminta

Pasal14

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib

Pajak berhak:

diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang

terutang Pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi

bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis

dati Wajib Pajak;

e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan
publik melalui Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/ atau bukti yang

diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai

hubungan dengan WajibPajak yang diperiksa.
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(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji

kepatuban pemenuban kewajiban perpajakan

dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak

wajib:

a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan

buku, catatan dan/ atau dokumen yang

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,

dan dokumen lain yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,

atau objek yang terutang Pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki

dan memeriksa tempat atau ruang, barang

bergerak dan! atau tidak bergerak yang diduga

atau patut diduga digunakan untuk

menyimpan Dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan, dokumen lain,
uang, dan/ atau barang yang dapat memberi

petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, atau objek yang terutang Pajak

serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;

c. memberi bantuan guna kelancaran

Pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas

SPHP; dan

e. memberikan keterangan lisan dan/ atau

tertulis yang diperlukan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak

wajib:
a. memenuhi panggilan untuk menghadiri

Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang

ditentukan;
b. memperlihatkan danl atau meminjamkan

Dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk

Pasa115
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(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan

dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:

a. jangkawaktu pengujian; dan

b. jangka waktu PAHPdan pelaporan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa

dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP

disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa

dariWajib Pajak.

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis
Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal
Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat

Pasal16

Pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas
SPHP;

e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan

publik;dan
f. memberikan keterangan lisan danfatau

tertulis yang diperlukan.

kelancarangunabantuanc. memberi

data yang dikelola secara elektronik, yang

berhubungan dengan penghasilan yang

diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang

terutang pajak;
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(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling

lama 1 [satu] bulan.

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian

Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilakukan dalam hal:

a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa

Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
lainnya;

b. terciapat konfirmasi atau permintaan data

dan/ atau keterangan kepada Pihak Ketiga;

c. ruang lingkupPemeriksaanLapanganmeliputi
seluruh jenis Pajak; dan/ atau

d. berdasarkan pertimbangan kepala unit

pelaksana Pemeriksaan.

Pasal17

Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

sampai dengan tanggal SPHP disampaikan ke pada

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota

keluarga yang telah dewasa dari Wajih Pajak.

(4) Jangka waktu PAHPdan pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufb paling lama 1 (satu)

bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP

disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,

pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari
Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

(5) Jangka waktu PAHP saropai dengan ditetapkan

LHPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak

tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak,

wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah

dewasa dari WajibPajak.
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Pasa120

(1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1)atau perpanjangan jangka
waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana

dimaksud dalam Pasa118 ayat (1) telah berakhir,
SPHPharus disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajih

Pajak mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak, jangka waktu

Pasal19

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu

pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau Pemeriksaan

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (1),

kepala unit pelaksana Pemerlksaan harus
menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka

waktu pengujian dimaksud secara tertulis kepada

Wajib Pajak.

(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan.
(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian

Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)dilakukan dalam hal:
a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak,

bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;

b. terdapat konfirmasi atau permintaan data

danl atau keterangan kepada Pihak Ketiga;

c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi

seluruh jenis Pajak; dan Iatau
d. berdasarkan pertimbangan kepala unit

pelaksana Pemeriksaan.

Pasal18
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a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
diperiksa:

1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau

2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam

jangka waktu 3 (tiga}bulan sejak tanggal Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

diterbitkan.
b. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya

tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan
dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya.

c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan

pertimbangan Bupati.

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP

Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a
dilakukan dalam hal:

Pasal22

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor

untuk meng uji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan diselesaikan dengan cara:
a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP

Sumir; atau

b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat

ketetapan Pajak dan/atau STPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan

perpajakan.

Pasal21

pengembalianpenyelesaian permohonan

kelebihan pembayaran Pajak.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal

18 harus memperhatikan jangka waktu
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1).

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor

yang pengujiannya belum diselesaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak berakhirnya:
a. perpanjangan jangka waktu pengujian

Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17ayat (1);atau

h. perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1), dan dilanjutkan

KantorPemeriksaanpengujian

(I) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b,

dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau

anggota keluarga yang telab dewasa dari Wajib

Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan

atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan

Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka

waktu Pemeriksaan.
h. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau

anggota keluarga yang telah dewasa dan Wajib

Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan

atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan

pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan belum dapat diselesaikan sampai
dengan:
1. berakhirnya perpanjangan jangka 'waktu

pengujian Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1); atau

2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu

Pasal23
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Pasal26

(I) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan
dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa

wajib memberitahukan kepada Wajih Pajak
mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan

Pasal25

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh

Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim

Pemeriksa berdasarkan SP2.

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan untuk satu atau beberapa tahun dalam
suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang

sama, atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau

Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, kepala

unit pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan

surat perubahan tim Pemeriksa.
(4) DaIam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e,

tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat

tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda atas
nama Bupati.

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP

Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak

memenuhi panggi.Ian Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat dilakukan
Pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari Wajib

Pajak ditemukan.

Pasal24

sampai dengantahapan Pemeriksaan

pembuatan LHP.
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(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (I)
dapat disampaikan secara Iangsung kepada Wajih

Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan
Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos

dengan bukti pengiriman surat, atau jasa

pengiriman Jainnya dengan bukti pengiriman.
(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Lapangan disampaikan secara langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib

Pajak tidak berada di tempat, Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat
disampaikan kepada:

a. wakil atau kuasa dari WajibPajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajih Pajak, yaitu:

1. pegawai dari Wajih Pajak yang menurut
Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak,
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap
WajibPajak Badan;

Pasal27

dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Lapangan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan

denganjenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib

memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai
dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan

menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka

Pemeriksaan Kantor.

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau

Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.



28

(I) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,

Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan

Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
(2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa

dariWajibPajak.
(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan, pertemuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan

Pasal28

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari

Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat

mewakili Wajib Pajak, dalam hal

Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib

Pajak orang pribadi; atau
3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka

1 dan angka 2 yang dapat mewakili Wajib

Pajak.
(3) Dalarn hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau

pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat

ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti

pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya

dengan bukti pengmman dan surat

pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap

telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan

telah dimulai.
(4) Surat Panggilan Dalarn Rangka Pemeriksaan

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (2) disampaikan melalui faksimili, pos dengan

bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman
lainnya dengan bukti pengiriman.
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. Pasa129

(1) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman

Dokumen kepada Wajib Pajak dalam rangka

Pemeriksaan Lapangan dan!atau Pemeriksaan
Kantor.

(2) Ruang lingkup peminjaman Dokumen meliputi

peminjaman dan pengembalian Dokumen.

setelah Pemeriksa menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis

Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan

pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa
wajih membuat berita acara hasil pertemuan, yang

ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak,

wakil, atau kuasa dari Wajih Pajak.
(6) DaJam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara
hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Pemeriksa membuat catatan mengenal

penolakan tersebut pada berita acara hasil
pertemuan.

(7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita

acara hasil pertemuan dan membuat catatan
mengenai penolakan penandatanganan berita

acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2)dianggap telah dilaksanakan .
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Pasa131

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan
Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk
dilakukan Pemeriksaan tennasuk menolak

menenma Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak harus menandatangani surat
pemyataan penolakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak menolak menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat
berita acara penolakan Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak tidak ada di tempat maka:

Bagian Ketiga

Penolakan Pemeriksaan

(1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan

untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen
dan benda-benda lain yang dapat memberi

petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak agar

tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan,
. diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

(2) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa
dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(3) Tata cara mengenai Penyegelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyegelan

Pasal30
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a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanJang

terdapat pegawai atau anggota keluarga yang

telah dewasa dariWajib Pajak yang dapat dan

mempunyai kewenangan untuk mewakiliWajib

Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam

kewenangannya;atau
b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada

kesempatan berikutnya.
(4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan,

sebelum dilakukan penundaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa dapat
melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud

pada Pasa130 ayat (1).
(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) WajibPajak,

wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak

berada di tempat dan/ atau tidak memberi izin

kepada Pemeriksa untuk membuka atau

memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak

atau tidak bergerak, dan/ atau tidak memberikan

bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa
meminta kepada pegawai atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk

membantu kelancaran Pemeriksaan.

(6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang

telah dewasa dari Wajib Pajak sebagairnana
dimaksud pada ayat (5) menolak untuk membantu
kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta

pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa

dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

(7) Dalam hal pegawai atau telah dewasa dari Wajib

anggota keluarga yang Pajak menolak untuk
menandatangani surat penolakan membantu
kelancaran Pem.eriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6L Pemeriksa membuat berita acara
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Pemeriksa berdasarkan:

a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (I),
atau Pasa132 ayat (I);

Pasal33

Pasal32

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan memenuhi Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan

menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib

Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus

menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak menolak menandatangani surat
pemyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat
berita acara penolakan Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
(3) Apabila daIam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka

Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib

Pajak dan surat panggilan tersebut tidak

dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman
lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi
panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa

membuat berita acara .tidak dipenuhinya

panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang

ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan

yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.



33

Pasal34

(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan harus
diberitahukan kepada Wajib Pajak rnelalui

penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar

temuan hasil Pemeriksaan.
(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui

faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(3) Dalam hal SPHPdisampaikan seeara langsung dan
Wajib Pajak, wakiI, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak,

wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus
menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

(4) Dalam hal Wajih Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak menolak menandatangani surat
penolakan menerima SPHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa rnembuat

berita acara penolakan menerirna SPHP yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), atau Pasal 32

ayat (2);

c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (3);

d. surat penolakan membantu kelancaran

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (6); atau

e. berita acara penolakan membantu kelanearan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 ayat (7), dapat melakukan penetapan Pajak
seeara jabatan.
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(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis

atas SPHP dan daftar ternuan hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

dalam bentuk:
a. pemyataan persetujuan hasil Pemeriksaan

dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh

hasil Pemeriksaan; atau

h. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak

menyetujui sebagian atau seluruh hasil

Pemeriksaan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hams disampaikan dalam jangka waktu

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal

diterimanya SPHPoleh Wajib Pajak.
(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan

jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)untukjangka

waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l berakhir.

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu

penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan
pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berakhir.
(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain

berupa data konkret dilakukan dengan
Pemeriksaan Kantor, tanggapan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan

Pasal35

(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain

berupa data konkret dilakukan dengan

Pemeriksaan Kantor, penyampaian SPHP

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan

bersamaan dengan penyampaian undangan

tertulis untuk menghadiri PAHP.
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Pasa136

(1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas

hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP

dan daftar temuan hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir

dalamPAHP.

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan melalui penyampaian undangan secara

tertulis kepada Wajib Pajak dengan

mencantumkan hari dan tanggal clilaksanakannya
PAHP.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) had kerja

terhitung sejak:
a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHPdari

Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana
dimaksud da)am Pasal35 ayat (2) atau ayat (3);

atau

paling lama pada saat Wajib Pajak harus

memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri
PAHP dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan

perpanjangan jangka waktu penyampaian

tanggapan tertulis.

(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib
Pajak secaraIangsung atau melalui faksimili, SUTat

elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya
dengan buktipengiriman.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan

tanggapan tertulis atas SPHP,Pemeriksa membuat
berita acara tidak disampaikannya tanggapan

tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa.
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a. menyampaikan lembar pemyataan

persetujuan hasil Pemeriksaan se bagaimana

dimaksud dalam Pasal35 ayat (1) huruf a; dan

b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
(3) Pemeriksa hams melakukan PAHPdengan Wajib

Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan
dan menuangkan hasil pembahasan tersebut

dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani

oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa datiWajibPajak dalam hal WajibPajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasa!35 ayat (1) hurufb; dan

b. hadir dalam PAHP se bagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (2).

(4) Pemeriksa membuat risalah pembahasan

berdasarkan surat sanggahan, berita acara
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan

berita acara PAHPyang dilampiri dengan ikhtisar

hasil pembahasan akhir,yang ditandatangani oleh

tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal35 ayat (1)huruf b; dan

b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(5) Pemeriksa tetap melakukan PAHPdengan Wajib

Pajak dan menuangkan hasil pembahasan

tersebut dalam risalah pembahasan, yang

ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib

Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam
hal WajihPajak:
a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas

SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1); dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud

dalam Pasa136 ayat (2).
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Pasal42

(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pemeriksa

melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan

Pasal41

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (3) atau ayat (5) digunakan oleh

Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat berita acara
PAHPyang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan

akhir.

Pasal40

Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan

Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (3)atau ayat (5)harus mempertimbangkanjangka
waktu PARP dan pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasa116 ayat (4).

Pasal39

(1) Dalam hal Wajih Pajak tidak hadir dalam PAHP

pada hari dan tanggal sesuai undangan se

bagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2),

PAHPdianggap telah dilakukan.
(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berita acara

PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil

pembahasan akhir ditandatangani oleh tim

Pemeriksa..

Pasal38

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib

Pajak menolak menandatangani risalah pembahasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (3) atau

ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai
penolakan tersebut,
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Pasa143

(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari ketja

setelah surat panggilan untuk menandatangani

berita acara PAHPditerima oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dati

Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa142 ayat (l), namun menolak

menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa
membuat catatan mengenai penolakan
penandatanganan pada berita acara PAHP.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dati
Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana

memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat

panggilan untuk menandatangani berita acara
PAHP.

(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat disampaikan secara langsung atau

melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman

sur at, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman,

(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara

langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dan
Wajib Pajak menolak untuk m.enerima surat

panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa

dati Wajib Pajak harus menandatangani surat
pemyataan penolakan menerima surat panggilan
untuk menandatangani berita acara PAHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak menolak menandatangani surat

pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pemeriksa membuat berita acara penolakan
menenma surat panggilan untuk menandatangani

berita acara PAHP yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa.
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Pasa144

(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Risalah pembahasan dan/atau berita. acara PAHP,

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

LHPsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk
membuat nota penghitungan.

(4) Nota. penghitungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat

ketetapan Pajak atau STPD.
(5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung
sesuai dengan PAHP,kecuali:

a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP

tetapi menyampaikan lembar pernyataan
persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pajak yang

terutang dihitung sesuai dengan lembar
pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;

b. dalam hal W~ib Pajak tidak hadir dalam PAHP
tetapi menyampaikan surat sanggahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (4),

pajak yang terutang dihitung berdasarkan

SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui
sesuai dengan surat sanggahan WajihPajak;

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP
dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis
atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat (5)t Pajak yang terutang dihitung
berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud

dimaksud dalam Pasal ~2 ayat (1), namun menolak

menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa
membuat catatan mengenai penolakan
penandatanganan pada berita. acara PAHP.
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(1) Surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang

dilaksanakan tanpa:

a. penyampaian SPHP; atau
b. PAHP,

dapat dibatalkan oleh Kepala Bapenda seeara

jabatan atau berdasarkan pennohonan Wajib
Pajak.

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus
dilanjutkan dengan melaksanakan penyampaian

SPHP dan/ atau PAHP.

(3) Prosedur penyarnpaian SPHP dan/atau

pelaksanaan PAHP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hams dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait

dengan pennohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak, Pemeriksaan dilanjutkan
dengan penerbitan:

a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP
apabila jangka waktu belum melampaui 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan
pernbayaran Pajak;

b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada huruf a telah dilampaui, surat

Pasa146

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada
Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman

dan pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh)
hari ketja sejak tanggal LHP.

Pasal45

dalam Pasal 34 ayat (1) dan Wajib Pajak

dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.
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Pasal47

(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan
tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran

pengisian SPTPD yang te1ah disampaikan sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang
Pemeriksa belum menyampaikan SPHP.

(2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
ke kantor Badan Pendapatan Daerah.

(3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh

Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak

dan dilampiri dengan:

a. penghitungan pajak yang kurang dibayar
sesuai dengan keadaan yang sebenamya; dan

b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang
dibayar;

(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian

SPTPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak

maka pengungkapan tersebut tidak perIu dilampiri
dengan SSPD.

ketetapan pajak

belum ditetapkan, permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Pajak dianggap

dikabulkan; atau

c. SKPDLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan

apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan

sejak surat permohonan diterima.

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa

untuk melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (2) berbeda dengan susunan
keanggotaan tim Pemeriksa sebelumnya,

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah

diterbitkan surat yang berisi perubahan tim

Pemeriksa..
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(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan

berdasarkan instruksi atau persetujuan Kepala

Bapenda.
(2) Instruksi atau persetujuan Kepala Bapenda untuk

melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan

apabila terdapat data barn tennasuk data. yang
semula belum terungkap.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan
dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Bupati

menerbitkan SKPDKBT.

Pasal49

(1) Untuk membuktikan pengungkapan

ketidakbenaran dalam laporan tersendiri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1),

Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil
Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan Pajak

dengan mempertimbangkan Japoran tersendiri

tersebut serta memperhitungkan pokok Pajak yang
telah dibayar.

(2) Dalam hal basil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa

pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD

oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak

diterbitkan sesuai dengan keadaan yang
sebenamya.

(3) Dalam bal hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa

pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD

oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan

sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

Pasa148
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Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan dengan
Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan

Kantor.

Pasa152

Pemeriksaan untuk tujuan hUn dilakukan dengan

kriteria antara lain:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;

c. wajib Pajak mengajukan keberatan;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;

dan/atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal51

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanekan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan dapat meliputi
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi

yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasa150

Bagian Keempat

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan

adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah

ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak

sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan

dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib

Pajak diberitahukan mengenai penghentian

tersebut.



45

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) meliputi:
a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan

persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan

Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang

seksama;

b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria

dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa. yang

terdiri dari 1(satu) orang supervisor, 1[satu] orang
ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota
tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat
merangkap sebagai anggota tim;

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Badan
Pendapatan Daerah kantor-kantor di lingkungan
Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat

kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha,

Pasal55

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

53 ayat (3) adalah standar umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal54

dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu
Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum

yang harus dicapai dalam melaksanakan
Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan,

dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

harus

Pasal53

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain
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Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan

dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar

pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat

ruang Jingkup atau pos-poa yang diperiksa sesuai
dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan
Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan
informasi lain yang terkait;

b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya

memuat:
1. Identitas Wajib Pajak;

Pasa157

Pemeriksaan; dan

2. dasar pembuatan LHP.
b. KKPmemberikan gambaran mengenai:

1. data, keterangan, dan/ atau bukti yang

diperoleh;

2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu

yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

standarberdasarkanPemeriksaan

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus
didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 55 huruf f dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. KKP berfungsi sebagaf:

1. bukti bahwaPemeriksa telah melaksanakan

Pasal56

dan/ atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh

Pemeriksa;

e. Pemeriksaan di1aksanakan pada jam kerja dan

apabila diperlukan dapat dilanjutkan di Iuar jam
keIja; dan

f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan
daJam bentuk KKP.
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Pasal58

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain,

Pemeriksa Pajak wajib:

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan

atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan
jenis Pemeriksaan Kantor;

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak

dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu

Pemeriksaan;
c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim

Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila

susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami

perubahan;

d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan
kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada

Wajib Pajak;

f. mengembalikanbuku, catatan, dan dokumen

pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak;

dan/atau
g. merahasiakan kepada pihak Jain yang tidak

berhak segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka Pemeriksaan.

2. Penugasan Pemeriksaan;

3. Tujuan Pemeriksaan;

4. Buku dan dokumen yang dipinjam;
5. Materiyang diperiksa;

6. Uraian hasil Pemeriksaan; dan
7. Simpulan dan usul Pemeriksa.
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Pasal59

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain
dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
Pajak berwenang:

a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan,

dan/ atau dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan dan dokumen
lain, yang berhubungan dengan tujuan

Pemeriksaan;

b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang
dikelola secara elektronik;

c. memasuld.dan memeriksa tempat atau ruang,

barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang
diduga atau patut diduga digunakan untuk

menyimpan buku, catatan, dan/ atau
dokumen yangmenjadi dasar pembukuan atau

pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang,
yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis

dari WajihPajak; dan/ atau
e. meminta keterangan darr/atau data yang

diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
(2) Dalammelakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain

dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa

Pajak berwenang:
a. melihat danj'atau meminjam.buku, catatan,

dan/ atau dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen

lain tennasuk data yang dikelola secara
elektronik, yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
atau objek yang terutang Pajak;

b. meminta keterangan lisan dan Iatau tertulis

dari WajibPajak; dan/ atau
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Pasa161

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan

lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib

Pajak wajib:
a. memperlihatkan dan meminjamkan buku,

catatan, danj atau dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain, yang berhubungan dengan

tujuan Pemeriksaan;

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain,
WajibPajak berhak:

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk

memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak
dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu

Pemeriksaan;

b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan

dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk

memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan

Pemeriksaan;

d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim

Pemeriksa Pajak apabila terdapat perubahan

susunan Tim Pemeriksa Pajak; danj atau

e. memberikan pendapat atau penilaian atas
pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak

melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasa160

c. meminta keterangan danj atau data yang
diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai

hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
mela1uikepala unit pelaksana Pemeriksaan.
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(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka

waktu paling lama 4 {empat}bulan yang dihitung

sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Lapangan disampaikan kepada WajihPajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggota.keluarga yang telah

dewasa dari Wajih Pajak, sampai dengan tanggal
LHP.

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis

Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas] hari yang

Pasal 62

b. memberi kesempatan untuk mengakses

dan/ atau mengunduh data yang dikelola

secara elektronik;
c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat

atau ruang penyimpanan buku, catatan,

dan/ atau dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan, dokumen lain,

darr/atau barang, yang berkaitan dengan

tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya

kepada Pemeriksa Pajak; darr/atau
d. m.emberikan keterangan lisan danj'atau

tertulis serta memberikan data dan/ atau

keterangan lain yang diperlukan.

(2) Dalam peJaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan
lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib
Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku,

catatan, dan/atau dokumen yang menjadi

dasar pembukuan atau pencatatan, dan

dokumen lain, yang berhubungan dengan

tujuan Pemeriksaan; dan/ atau
h. memberikan keterangan lisan dan/ atau

tertulis serta memberikan data dan/ atau
keterangan lain yang diperlukan.
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Pasal63

(1) Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dilakukan oleh

Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim
Pemeriksa berdasarkan SP2.

(2) SP2 sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak

dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun

Pajak yang sama atau untuk satu bagian Tahun

Pajak atau Tahun Pajak

terhadap satu Wajih Pajak.
(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa perIu diubah,

kepala unit pelaksana Pemeriksaan tidak perlu

memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat
yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa

dari Wajib Pajak, datang memenubi Surat

Panggilan Dalam Rangka Pem.eriksaan Kantor

sampai dengan tanggal dalam LHP.

(3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)atau ayat (2)
berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

(4) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam

rangka permohonan penghapusan NPWPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b,

jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus

memperhatikan jangka waktu penyelesaian

permohonan penghapusan Nornor Pokok Wajib

Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan.
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(l) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1)

dapat disampaikan secara langsung kepada Wajih
Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan

Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos

dengan bukti pengiriman surat, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajih
Pajak tidak berada di tempat, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat
disampaikan kepada:
a. wakil atau kuasa dariWajih Pajak; atau

b. pihakyang dapat mewakiliWajib Pajak, yaitu:

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut
Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak,

Pasal65

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain

dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,

Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada
Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan
Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan

Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat

Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan

untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau

Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

SuratLapangan dengan menyampaikan

Pasal64

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain

dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,

Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib

Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan



53

Pasal67

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan
Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak

untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak
menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak harus menandatangani surat
penolakan Pemeriksaan.

(1) Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan

dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk

tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
(2) PeminjamanDokumenharus dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal29.

Pasal66

dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap
WajihPajak Badan; atau

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak yangmenurut Pemeriksa dapat

mewakili Wajib Pajak, dalam hal
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib
Pajak orang pribadi.

(3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 64

ayat (2) dapat disampaikan meIalui faksimili, pos

dengan bukti pengiriman surat, atau jasa
pengiriman lainnya dengan

bukti pengiriman.
(4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

disampaikan melalui pas atau jasa pengiriman
lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Lapangan dianggap telah disampaikan.
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(1) Berdasarkan surat pemyataan penolakan

Pemeriksaan atau berita acara penolakan

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 dan Pasal68, WajibPajak diberi NPWPDsecara

jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain

dilakukan dalam rangka pemberian NomorPokok
WajibPajak Daerah.

(2) Berdasarkan surat pemyataan penolakan

Pemeriksaan atau berita acara penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 dan Pasal 68, permohonan Wajib Pajak tidak
dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan

Pasal69

Pasal68

(1) Dalam hal Wajih Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor
untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan

Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun

menyatakan menolak untuk dilakukan
Pemeriksaan, WajibPajak, wakil, atau kuasa dari

Wajih Pajak hams menandatangani surat

pemyataan penolakan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak menolak menandatangani surat

pemyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),Pemeriksa Pajak membuat

berita acara penolakan Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pemeriksa.timolehditandatangani

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak menolak menandatangani surat

penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita

acara penolakan Pemeriksaan yang
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(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan
merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, penyampaian

Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,

penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

mengujiuntukPemeriksaanmerupakan

(t) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan

akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada

Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan

Pasa171

Bagian Kelima

Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan

lain, melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan,

Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Pajak

untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci

atau meminta keterangan dan/ atau bukti yang
berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak

ketiga.

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau

kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa170

lain dilakukan dalam rangka penghapusan

NPWPD.
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Pemenuhan terhadap standar umum pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan
Bupati ini ditetapkan.

Pasal73

BABVI

KETENTUAN PERAUHAN

Pemeriksa tidak dikenai sanksi dalam hal
Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan

standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan

berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Pasal72

BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN

pada ayat (1)disampaikan pada saat penyampaian

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau

pada saat Wajib Pajak datang memenuhi Surat

Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner

Pemeriksaan yang telah diisi kepada kepala unit

pelaksana Pemeriksaan.
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BERITA DAE '\ KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR '5'y
\

GRAHA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 29 5tAit l.Ozy
SE

IRWAN

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal..29 5u' f WlY
~ti1. BUPATI PURWAKARTA, l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74
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No Nomor Format Judul Format

1 Format 1 Format Pakta Integritas
2 Format 2 Format Kertas Ketja Pemeriksaan

3 Format 3 Format Surat Pemberitabuan Pemeriksaan
4 Format 4 Format Tanda Pengenal Pajak

5 .Format 5 Format Surat Pernyataan Penundaan Pemberian
Data dan/ atau Penundaan Pemeriksaan

6 Format 6 Format Surat Pemyataan Menolak Memberikan
Data dan Dokumen

7 Format 7 Format Surat Pemyataan Penolakan
Pemeriksaan

8 Format 8 Format Berita Acara

9 Fonnat9 Format Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan
10 Format 10 Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan
11 Format 11 Format Surat Pernyataan Kesanggupan

12 Format 12 Format Berita Acara Hasil Klarifikasi
Pemeriksaan

DAFTAR FORMAT SURAT DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

PAJAK DAERAH

LAMPlRAN I
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR ~4 TAfiVN ;lOZy
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH
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NIP.

YangMembuat Pemyataan

Demikian pemyataan ini saya buat, apabila dikemudian han saya tidak memenuhi ketentuan di

atas, saya bersedia menerima sanksi balk berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta bentuk

Jainnya sesuai peraturan yangberlaku.

Pemeriksaan semata-mata untuk peJaksanaan dan penyeJesaian tugas.

3. menggunakan keterangan, data.dan/atau informasi yang diperoJeh daJam pelaksanaan

hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. tidak meminta atau menerima pemberian seeara langsung atau tidak langsung berupa suap,

DaJam rangka me1aksanakan tugas sebagai Pemeriksa Pajak, dengan in!menyatakan bahwa

saya:

1. bersikap juj~ transparan. obje1ctit dan akuntabel daJam melaksanakan tugas:

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Nama

Saya yang bertanda tanpn di bawah ini

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Format 1
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Rencana Realisasi
No. Kegiatan Keterangan

Waktu Waktu

1.
Koordinasi Persiapan

Pemeriksaan

Menyampaikan Surat

2. Pemberitahuan
Pemeriksaan

Pembicaraan

3. pendahuluan dengan
pemilikj pengelola

4.
Melakukan peminjaman

data pemeriksaan

Mencocokkan data yang

5.
disajikan WPdengan
basis data yang dimiliki

oleh Bapenda

6. Membuat daftar koreksi

Membuat kesimpulan dan

7. komentar basil
pemeriksaan

Menyusun hasil temuan
sementara berdasarkan

8. data yang disajikan

danJatau hasil
wawancara

Menyampaikan hasil
9.

temuan dan Surat

1. PROSEDURPEMERIKSAAN

Nama WajibPajak
NPWPD

Alamat

Kegiatan yang diperiksa
Masa Pajak

Periode Pemeriksaan

FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
KERTASKERJAPEMERIKSAAN

Format 2
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LJ••• ~••••••••••••.••••••..•...•..••..•.•.•••.•••••.•.......•.•..•

~ .........•.......................................•.••••.•••••.•.

~ .

1 .

II. DATAl INFORMASI YANGDIPEROLEH

HasilEvaluasi

Pemeriksaan
15.

Penyerahan LHP dan
14. ketetapan basil

pemeriksaan

13. Penyusunan LHP

Menyampaikan konsep

LHPdan lampiran lainnya
12.

untuk ditandatangani

oleh WP

hasil pemeriksaan pada

seat pemanggilan

Membuat Berita Acara
Hasil Klarifikasi atas WP

11. yang ti.dak setuju dengan

segera dibuat

konsep LHPdan
lampiran yang
diperlukan

- Apabila TIDAK
SETUJU, segera

dibuatkan Surat
Pemanggilan

Surat

Hasil

Memperoleb
Tanggapan

Pemeriksaan

- Apabila SETUJU,

10.

Tanggapan hasil

Pemeriksaan kepada WP
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B. Perhitungan Hasil Pemeriksaan

(terlampir)

III. ANALISA DAN PERHITUNGAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Analisa Hasil Pemeriksaan:
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KEPALA BAIlAN,PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

DiktimaoIeb

, [abatan

TanggaJ

Tanda tanganl cap

kaslh,

Dem!klan untuk menjadi pernauan Saudara dan atas kerjasama Saudara kami ucapkan terlma

Menolakuntuk dlfakul!:m pemeriksaan atau ndak membantu kelancaran jIIlanny.! pemenksaan,
dapatdlkeoalc.an$;lnJcs:i sesuaI deIIgan IctfeIIlUaIlyangdJarur daIafnPeraturan Daerah Kabup;mn Purwakarta

Nemer _ Tahun _ tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraruran Dupatl Purwakarta

Nomor Tahun tentang Tala Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Untlik kelallQmJl jalannya pemeriksaan. diminta Saudara memperlihatkan dan/atau
IIIIIeOIiJIj.am buIw :ataA catalan dan doIwmm mmnber&m hantaan sepenulmya. serta membeTikan

keterangan yang dipe.r1ukan pada :

HarifTanggal

Waktu

Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Waj(b Pajak

M'\\"PO

Alamat

Masa &Tahun Pajak
TuJuanPemcriksaan

Dlperintahkan untuk melakukan pemeriksaan pajak _ terhadap perusahaanj'

pekerjaan Sauda.fa dibawah ini :

Nam...

i'angl(atfGoINama{NJP

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor .u tanggal bersama ini

diberitahukan bahwa :

'rlh.

KepadaNomor
SifJt

Lampiran

Ill'at

Purwakarta, _ 20 .

Jalan Surawinata No. 30. A Plntal<arta Kode Pas 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.gojd

PEMERINTAH KABUPATEN PORWAKARTA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

FORMAT SURAT PEMBERITABUAlf PEMERIKSAAN

Format 3
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NIP.

l(fPALA BADAN PENOAPATAN OAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

IId8Iah pegawai 8adan Pendapatan Daerah Kabupsten

Purwakarta stau Tenaga AhU yang bel'W8Jl8ng melakulcan

pemerlksaan di bidsng perp8Jakan berdasar1can Peraturan

Daerah Kabupaten Purwakarta.

Nama
NIP

PangkatlGol

Jabatan

NIP. ...............••.•..•..•.•...•..•....••.•. _ ..

Nama •.......•.........•.••.••.••...•••••......••...........

PasFoto

BertaJcu s.d : _ .

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

PEMERIKSA PAJAk

FORMAT TANDA PENGENAL PAJAK

Format 4
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( _ _ .._ _ _ )

WAIIBPAjAK

Purwakarta.

DeoIikian sum peIlU&\daan inikamisampaibn.,. da~ dlperxunakan sebagaimaDa

mestinya. Terlma kaslh.

Apablla sampal batas waktu tersebut kaml ddak dapat rnenyajlkan data pemerlksaan maka karnl
menyerahkan sepenuhnya kepada pemerlksa untuk melakukan perblt:ungaD pajak terutang

s.esuaJmasa pajak yangdlpweJikg dJ tempar usaha saya.

unlllk itubmi mohon agar penyajian datal petab:anun pemeriksaan da~t dilallllkan

tanggal _

Berdasarbn $1lI'3t pember1tahuan pesnerfksa:m Nomor: • • . . _

maltadengan inl kamimenyatakan menunda rnambenkan data dan/at.au menunda pemeriksaan
pajak _ _ _.. dengan aJasan.

NAMA

JABATAH

NAMAUSAHA

ALAMAT USAHA

NPWPD

Yangbertanda tangan dJ bawah ini ;

SURAT PERHYATAAN PEHUNDMN PEMB£1UAN DATA
DAN/ATAUPENUNDAANPEKERIKSAAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENUNDAAN PEMBERIAN DATA

DAN/ATAU PENUNDAAN PEMERIKSAAN

Format 5



66

(~..,."." ,. " )

YANGMENYATAKAN

Purwakarta,

Untukitu saya selaku prtbadl maupun tnsttrus] badan usaba bersedia untuk menertma sanksl

'balkSanksi Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

menyatakan tidak bersedia untuk mempel1ihatkan Imeminjamkan / msmbenkan data maupun

dolwmen yang d1mInta Tun Pemeriksa Pajak daIam rangka Pemeriksaan Pajak .
sesual dengan Peraturan DaerahKabuparen Purwabrta Momor ...._ Tabun .•..._ tentang Pajak

Daerah danRettriblllSi !>an-.ah eli Iempat usaH!.asaoyadmg;maIasan.

JABATAN

NAMAUSAHA

ALAMAT USAHA

NPWPD

NAMA

SURAT PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN DATA DAN
DOKUMEN

FORMAT SURAT PERNYATAAN MENOLAK

MEIIBERIKAlI DATA DAN DOKUMEN

Format 6
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( u )

YANGMENYATAKAN

Untuk ltu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaba bersedia untuk menerima sanksi

baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai deogan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Menyatakan menolak untuk dUakukan Pemerlksaan Pajak _ _sesuai dengan

Peraturan DaerahKabupaten Purwakarta Hamor _ ••.Taboo .•.._ tentang PajakDaerah dan

Retribusi Oaerab di tempat usaha saya dengan alassn,

NAMA

JABATAN

NAMAUSAHA

ALAMAT USAHA

NPWPD

Dengan ini saya yang bertanda tangaa di bawah ini ;

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERTKSAAN

Purwakarta.

FORMAT SURAT PERNYATAAN
PEKOLAKAl'I PEMERIKSAAN

Format 7
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)(

L. _•..._, _ (._ _ _.)

2. .. ( J

3 ( _.)

Purwakarta. .......•.....•...................

TimPemertksa :WajibPajak

Demikia>nBertta Acara Hasil Pernenksaan Ini dlhuat dengan sebenarnya atas kekuatan

sumpab jabatan. kemudian ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

denganlnl

A1amat

NPWPD

Nama

Sel.aJrutim Pemeriksa Pajakyang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajih

Pajak:

_ I .. """;J~".,, I-__I.a_ba_ ta_n_._~T Nama/NiP

Pada hart ini _.._ tanggal ,_bulan _.._._ _ tahun _.berdasarkan
Surat'nlgas Pemenksaan Homor _..__ . I:lnggilI_ _....•_ _ _.__maka kami

yang tersebut dl bawah JnI :

BERITA ACARA .

FORMAT BERITA ACARA

Format 8
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(-_.__ _ _---_ )

Demiklan surat tanggapan basil pemeri'ksaan inl karol sampaikan agar dapat dipergunakan
sebagafmana mestlnya. Terjma kaslh.

dan untuk mendulrung alasan tersebut kamllamplrkan dolrumen Idata Icatatan Ibuktllainnya
sebagai berikut:

malta dengan in1amimenyatabu setuju Itidak sctu;u dengan -alasam

Rp -_ ..__ ..._._. __ •._._---,

Berdasarkan hasll pemerJksaan oleh tim pemerlksa sesual Surat 'J'ugasPemerlksaan
Nomor: __ .._H._._ H telab diperoleh basil temuan sebesar

NAMA

,ABATAN

NAMAUSAHA

ALAMAT USAKA

NPWPD

Yangbertmda tangan dl bawab 1m:

SURATTANGGAPAN HASJL PEMERJKSAAN

WA)lBPAJAK

FORMAT SURAT TANGGAPAR BASIL PEMERIKSAAN

Format 9



70

Mengetahoi,
An. Bupati Purwakarta

Kepala Bapenda

AnggotaPemeriksa, Anggota Pemeriksa,Pengawas,

Anggota Pemeriksa,KetuaTim.

Pemerfksa.Wajib PajaK/Waldl/Kuasa

Dernikian Berita Acara ini dibuat dengan sebcnarnya dan ditandatanganl oleh:

labatan

Nama

dan memberitahukan sertamenjelaskan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. yang diwakiJi
oleb ;

A1amat

Nama Wajib Pajak

NPWPD

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, Nornor

.•._._._ _._ tanggal _ _.._ ~ telah melalrulcan pemeJ:iksaan atas pemenuban kewajlban PaJak

-_._--- - .._ ••_ rerbada}f:

}abat:anPaogkat/GolNama/NIPI N. I
Pada hari inl •...........•..... tanggal bulan tahun _...............•bertempat di _............•

kamt.

BBRfTAACARA HASIL PBMERfKSAAN

Jalan Surawinata No. 30. A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.goJd

PEMERINTAH KABUPATEN PORWAKARTA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

FORMAT BERITA ACARA BASIL PEMERIKSAAN

Format 10
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( )

WAJIB PAJAK

Yang Menyatakan,

Purwakarta,

Demiklan Surat Pemyataan Kesanggupan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya paksaan dart

pihak manapun juga. selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan ini pula kami menyatakan sanggup untuk membayar )(e\vajiban pajak tersebut.

Total Kurang 8ayar Rp

Bunga

Rp

Rp

PoJrok

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan

Pajak kamt masih mempunyai kekurangan pembayaran Pajak ..

masa pajak sebagai berikut:

NAMA

JABATAN

ALAMAT USAHA

NPWPD

Yangbertanda tangan <Ii bawah ini ;

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Format 11
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IRWAN

RWAKARTA, jQ ~ Pj. BUPATI

4 .

1. _

2 .

3 ..

WajibPajakTim

Demikian Berita Acara inl dlbuat dengan sebenamya dan ditandatangani oleb:

HasU Klarifikasi:

berupa hasil temuan pemeriksaan sebesar Rp

Nama

Jabatnn

dan telah memberltabukan serta menjelastmn hasll pemtlrlksaIll'llcepadll WaJtb Pujakyang dlperlksil numun
Wajib Pajak tiadk setuju atas basil pemeriksaan sehin8l!ll pada saat ini dilakukan klarifikasi kepada Wajib

Pajak yang diwakili oleh :

Nama Wajib Pajak

NPWPO

A1amat

Berdasatbn Surat Tugas Kepala Radan Pendapatan Daer.ab KabtJpaten Purwakarta. Hornor . ."_"",,._.

tanggal , telah melakukan pemertksaan atas pemenuhan kewallban Pajak ..

terhadap:

Nama/NIP [abatanPangk3t/Gol

I No I

Pada han ini, _._ _ taJ18Pl bulan _._ __.__ llIhun _ _ _ bertempat di Kantor Radan

BERITAACARA HASJL KLARlFIKASI PEMERrKSAAN

PEMERINTAB KABUPATEN PURWAKARTA

BADANPENDAPATANDAERAH
Jalan SurawinataNo. 30.A PlrNakar1a Kode Pos 41114

e-mail: bapenda@purwakanakab,goJd

FORMAT BERITA ACARA BASIL KLARlFIKASI PEMERIKSAAN

Format 12


